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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR | 90 / PP.O4.2 -Kpt I 6407 / KPU -Kab / vr / 2O2O

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MELAK DALAM

PET.IYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN

KUTAI BARAT TAHUN 2O2O

Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor : 258/PL.O2-KptlOl/KPU/Vll2O2O tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Serentak Ianjutan Tahun 2O20;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2O17, yang menyatakan

anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan

b

diberhentikan
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diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai

Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Melak dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kutai Barat Tahun 202O.

Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Ma-linau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0

Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3962);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2ONomor 128, Tambahan

Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi lndependen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan

Mengingat i
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Memerhatikan : 1

Kpt ...

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

3 Tahun 2Ol5 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 15 Tahun 2Ol9

Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2O2O tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 615).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169l

PP.O4.2-Kpt / 03 I WU / lll I 2O2O tentang Perubahan Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 /PP.06.4-
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Kpt/O3|KPU lll/2o20 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Repubtk Indonesia

Nomor : 258/PL.O2-KptlO1/KPU/vll2O2O tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia

Nomor : 441/PL.O2-SD/OI/KPU /VU2O2O Perihal

Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan

Tahun 2020;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai

Barat Nomor I lO7 |PP.O4.2-BA(64O7 IKPU-
Kablllll2020 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon

Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten

Kutai Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai

Barat Nomor : 113/PP.O4.2-BA/64O7 /KPU-
Kab/lIIl2O2O Tentang Perubahan Urutan Rengking

Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Berdasarkan Hasil Tanggapan Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai

Barat Nomor : 115/PP.O4.2-BA/64O7 IKPV-

Ka,b/llll2O2O tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kutai

Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubbag Hukum,
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAEIUPATEN

KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA DI KECAMATAN MELAK DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020.

Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia

Pemungutan Suara di Kecamatan Melak dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kutai Barat lanjutan Tahun 2O2O

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Panitia Pemungutan Suara sebagai66116 dimaksud

dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai

Barat Tahun 2O2O di tingkat Kampung/Kelurahan dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan p€raturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Panitia Pemungutan Suara sebagaiErmana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai

Barat Tahun 2020;

Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan)

bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai

dengan 31 Januari 2020;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal l5 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
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Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 9 O / PP.O 4 .2 -Kpt / 6 a 07 / KPU -Kab / vt I 2O2O

Tentang
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara di Kecamatan Melak dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG/KELURAHAN DI
KECAMATAN MELAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2O2O

A. KAMPUNG/KELURAHAN MELAK ILIR

B. KAMPUNG/KELURAHAN MELAK ULU

C. KAMPUNG/KELURAHAN EMPAKUQ

D. KAMPUNG/ KELURAHAN MUARA BUN-YIJT

No. NAMA LIP ALAMAT
1 IMANUDDIN L MELAK ILIR

ISKANDAR ZULKARNAIN L MELAK ILIR

3 AKHMAD ISMAIL GAZALI L MELAK ILIR

No. NAMA ALAMAT
1 SUMIRAH P MELAK ULU

2 SAPRIANSYAH, S.I,KOM L MELAK ULU

AI}DUL AZIS SALEH L MELAK ULU

No. NAMA L/P ALAMAT
JUMINI LESTARI P EMPAKUQ

2 ANTONIA FRISKA P EMPAKUQ

3 MATHIAS LATIF L EMPAKUQ

NAMA LIP ALAMAT
1 WICAWATI P MUARA BUNYUT

2 MONICA RITHA HANDAYANI P MUARA BUIIYUT

3 ANTONIUS AMIN L MUARA BUT{YUT
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No. NAMA LIP ALAMAT
1 KURNIAWAN, A.Md L EMPAS

2 ELISAI}ET FEBRryANTI P EMPAS

3 JUHRAN L EMPAS
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E. KAMPUNG/KELURAHAN EMPAS

F. KAMPUNG/ KELURAHAN MUARA BENANGAQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAI}UPATEN KUTAI BARAT
Kasubbag Hukum,

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ARKADIUS HAI{YE
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No. NAMA L/P ALAMAT
1 YANTI MAYASARI MUARA BENANGAQ

2 MISRIN RAHMAN L MUARA BENANGAQ

3 SUMARNI P MUARA BENANGAQ
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